REPUBLIK INDONESIA

No.1507, 2018 KEMENKO-PEREKONOMIAN. Pelaksanaan KUR.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wuntuk memperluas pelaksanaan penyaluran
Kredit Usaha Rakyat dan mendorong pertumbuhan
pemerataan ekonomi serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun
2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14
Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

b. bahwa wuntuk meningkatkan efektivitas perluasan

pelaksanaan  Kredit Usaha Rakyat sebagaimana
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Mengingat

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan
ketentuan bagi Kredit Usaha Rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah  perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 9);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1794);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1794) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Penerima KUR terdiri atas:

a. usaha mikro, kecil, dan menengah;

b. usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota
keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai
tenaga kerja indonesia;

c. usaha mikro, kecil dan menengah dari tenaga
kerja indonesia yang pernah bekerja di luar
negeri;

d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah
perbatasan dengan negara lain;

e. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah
seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan

(Gapoktan), dan Kelompok Usaha lainnya.
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(2)

h.

usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja
yang terkena pemutusan hubungan kerja;

calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja
di luar negeri; dan/atau

calon pekerja magang di luar negeri.

Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a.

terdiri atas seluruh anggota yang memiliki
usaha  produktif dan layak, dan/atau
diperbolehkan beberapa anggota merupakan
pelaku usaha pemula;

dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat
pelaku usaha pemula maka harus memiliki
surat rekomendasi pengajuan kredit/
pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri
dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggotanya,

Kelompok Usaha telah  memiliki surat
keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan
oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat
keterangan lainnya;

pengajuan permohonan  kredit/pembiayaan
dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua
Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan
berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang
diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok
Usaha;

perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok
Usaha dilakukan oleh masing-masing individu
anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur
KUR;

dalam hal hasil penilaian Penyalur atas
pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan

oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan



(3)
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tambahan maka Kelompok Usaha dapat
memberikan agunan tambahan kolektif yang
bersumber dari aset Kelompok Usaha itu
sendiri atau aset dari sebagian anggota
Kelompok Usaha yang dapat
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme
tanggung renteng;

i. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran
angsuran kredit/pembiayaan maka ketua
Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan
mekanisme tanggung renteng antaranggota
Kelompok Usaha.

Usaha atau Kelompok Usaha Penerima KUR

sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha

produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan
barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai
tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku

usaha.

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah serta ditambahkan 4

(empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9),

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 14
KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri
atas:
a. KUR mikro;
b. KUR kecil,
c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan
d. KUR khusus.
Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor
yang menambah jumlah barang dan/atau jasa di
sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor
kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan,

sektor konstruksi, sektor pertambangan garam



